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ABSTRAK

ATSNAITA HUSNA, 1864001063

EFEKTIVITAS KINERJA TIM PENANGANAN LAPORAN BIRO
PENGAWASAN PERILAKU HAKIM KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA

224 halaman, 5 bab, xi, 13 tabel, 7 gambar, 2 lampiran

Daftar Pustaka: 24 buku dan 11 peraturan, 4 karya ilmiah, 16 lain-
lain (2017-2019)

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku
hakim, melalui pelayanan kepada masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan dalam proses
persidangan dan di luar persidangan terhadap perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik dan
pedoman perilaku hakim. Pelayanan dilakukan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan
dasar Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.
Tim Penanganan Laporan sudah berkerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sejak
Peraturan diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas kinerja Tim
Penanganan Laporan Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Terdapat empat indikator kinerja untuk menentukan efektivitas kinerja dalam mencapai tujuan dari
kinerja Tim Penanganan Laporan yaitu tujuan, standar, umpan balik, dan kompetensi. Dimana
outcome yang diharapkan dari Tim Penanganan Laporan berupa efektivitas kinerja penanganan
laporan dengan menggunakan indikator kinerja, serta output yang diharapkan adalah kualitas
kinerja Tim Penanganan Laporan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
dengan alat pengumpulan data melalui wawancara, obesrvasi, dan telaah dokumen, data yang
diperoleh dilakukan analisi dengan teknik pengolahan data dan analisis berupa mengklasifikasikan
materi data, dan analisis data, yang pada akhirnya akan mendapatkan sebuah hasil penelitian.
Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa kinerja Tim Penanganan Laporan kurang efektif.
Berdasarkan fakta hasil penelitian diperoleh fakta bahwa Tim Penanganan Laporan telah
melaksanakan tugas dan fungsi penanganan laporan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi
Yudisial Nomor 2 Tahun 2015, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut mengalami banyak
kendala-kendala, sehingga menimbulkan tunggakan penanganan laporan. Diperlukan solusi
konkrit berupa dikeluarkannya ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan tugas
Tim Penanganan Laporan.

Kata Kunci— Efektivitas, kinerja, tim penanganan laporan, sumber, indikator, metode kualitatif
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In order to maintain and uphold the honor, dignity, and behavior of judges, the Judicial
Commission has the authority to supervise the behavior of judges, through service to people who
get injustice in the trial process and outside the trial of the judge's behavior suspected of violating
the code of ethics and code of conduct judge. The service is carried out by the Judicial Behavior
Supervisory Bureau on the basis of Judicial Commission Regulation No. 2 of 2015 concerning
Handling of Public Reports. The Report Handling Team has been working since 2016 until 2018
since the Regulation was implemented. The purpose of this study was to explain the effectiveness
of the performance of the Report Handling Team of the Judicial Behavior Supervision Commission
Judicial Commission Republic of Indonesia. There are four performance indicators to determine
the effectiveness of performance in achieving the objectives of the Report Handling Team's
performance namely objectives, standards, feedback, and competence. Where the expected
outcome of the Report Handling Team is the effectiveness of the report handling performance
using performance indicators, and the expected output is the quality of the Report Handling
Team's performance. The research method used is a qualitative approach with data collection
tools through interviews, observation, and document review, the data obtained were analyzed
using data processing and analysis techniques in the form of classifying data material, and data
analysis, which in turn will get a research result. After conducting research it is known that the
performance of the Report Handling Team is less effective. Based on the facts of the research
results obtained the fact that the Report Handling Team has carried out the duties and functions of
report handling based on the provisions of the Judicial Commission Regulation No. 2 of 2015, in
carrying out these tasks and functions experienced many obstacles, causing arrears of report
handling. A concrete solution is needed in the form of the issuance of provisions governing the
procedures for carrying out the tasks of the Report Handling Team.

Keywords-effectiveness, performance, report handling team, sources, indicators, qualitative
methods
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kelahiran Komisi Yudisial di Indonesia merupakan konsekuesi logis dari
prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar
1945. Dalam negara hukum, semua tindakan penyelenggara negara harus sesuai
dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum melalui lembaga
kekuasaan kehakiman yang independen hanya dapat diwujudkan apabila
penyelenggaraannya terbebas dari intervensi kekuasaan lembaga negara lainnya,
baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24 B Undang-Undang
Dasar 1945, meskipun Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman, namun keberadaannya diletakkan pada
rumpun kekuasaan kehakiman karena menjalankan fungsi sebagai penyangga dan
penyeimbang kekuasaan kehakiman. Sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman,
Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang berkaitan dengan kinerja dan
kedisiplinan para hakim. Sehingga keberadaan Komisi Yudisial diharapkan dapat
menjadi solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman, sehingga fokus kewenangan Komisi Yudisial tidak dapat
dilepaskan dari kekuasaan kehakiman.

Perkembangan yang terjadi selama ini bahwa pengadilan yang dinisbatkan
tempat memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum lebih sering

menghadirkan ketidakpastian dan ketidakadilan baru. Tidak sedikit pula putusan



hakim yang justru melegalisasi dan meligitimasi ketidakberesan penegakan
hukum di institusi penegak hukum lainnya. Bahwa masih banyaknya putusan
hakim yang tidak adil dan tidak tepat, sehingga akan menimbulkan reaksi yang
kontroversial dan akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim merupakan salah satu faktor utama dalam proses peradilan yang
senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas,
kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum
dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang
dimiliki hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran
dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang, di mana
setiap orang sama kedudukannya didepan hukum.

Hakim merupakan sebuah profesi yang luhur. Menurut Jaja Ahmad Jayus
selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigas Yudisial periode tahun
2015-2020 menyatakan profesi adalah pekerjaan yang memiliki karakter khusus
yaitu: 1) mensyaratkan intelektualitas sebagai landasannya, 2) menuntut standar
kualifikasi tertentu, 3) area pekerjaan signifikan, 4) memuat unsur pengabdian
kepada masyarakat, 5) mendapat penghargaan dari masyarakat, 6) memiliki
organisasi profesi, 7) memiliki kode etik (Komisi Yudisial S. , 2016, hal. 58).

Joko Sasmito selaku ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas
Hakim Komisi Yudisial periode tahun 2015-2020 menyatakan bahwa dalam
perkembangannya syarat menjadi hakim tidak hanya tidak cukup jujur dan cerdas

namun pembuat undang-undang menegaskan kembali bahwa untuk menjadi



seorang hakim harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: hakim harus
memliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional,
bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum (Komisi
Yudisial S., 2016, hal. 172). Sesuai dengan pendapat dari Taufigorrohman
Syahuri yang mengatakan hakim adalah aktor utama penegakan hukum (law
enforcement) dipengadilan yang mempunyai peran lebih, apabila dibandingkan
dengan polisi, jaksa dan pengacara. Hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal
mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah
“dihidupkan” oleh living interpretator yang bernama hakim (Komisi Yudisial S. ,
2015, hal. 223). Persyaratan tersebut harus dipenuhi karena tanggung jawab
hakim tidak hanya kepada Tuhan YME namun juga bertanggung jawab sosial
kepada masyarakat. Menurut Iskandar Kamil, hakim tetap sebagai manusia biasa
yang bisa khilaf, keliru dan salah.

Dalam kekhilafan, orang mempunyai niat dan pengetahuan yang baik, tetapi
dalam pelaksanaannya melakukan kealpaan. Dalam kekeliruan, orang mempunyai
niat yang baik tetapi pengetahuannya tidak baik (mungkin bisa juga karena
mempunyai pendapat atau penafsiran yang berbeda), sehingga pelaksanaannya
keliru. Dalam kesalahan orang mempunyai niat yang tidak baik walaupun
pengetahuannya sebenarnya baik, sehingga pelaksanaannya secara sadar
melakukan kesalahan (Komisi Yudisial S. , 2016, hal. 173).

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim,
adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas

yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan



wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Untuk
mewujudkan peradilan yang independen dan akuntabiltas diperlukan fungsi
pengawasan. Fungsi pengawasan itulah yang melatarbelakangi lahirnya Komisi
Yudisial dengan pandangan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa
dibiarkan tanpa kontrol atau pengawasan. Sehingga pembentukan Komisi
Yudisial diharapkan menjadi jawaban terhadap problem tersebut, artinya adalah
Komisi Yudisial mempunyai peran penting untuk melindungi masyarakat.

Komisi Yudisial mempunyai dua kewenangan konstitutif yaitu, kewenangan
untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim. Selanjutnya dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan
Komisi Yudisial, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Komisi Yudisial.

Dalam rangka menegakkan dan melaksanakan salah satu kewenangannya
yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap perilaku (norma moral) para hakim yang diduga melanggar
kode etik dan pedoman perilaku hakim melalui pelayanan kepada masyarakat
yang mendapatkan ketidakadilan dalam proses persidangan.

Menurut Taufiqurrohaman Syahuri yang mengutip pendapat Berterns (1994)

jika perilaku hakim terjaga dengan baik, maka harapan masyarakat untuk



memperoleh putusan pengadilan yang adil akan mudah diwujudkan. Hakim yang
tidak melanggar norma etika adalah hakim yang baik. Dan Hakim yang baik akan
menghasilkan keputusan yang baik pula (Komisi Yudisial S. , 2015, hal. 228).
Dalam Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2015 disebutkan fungsi
pengawasan perlu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif (posteriori)
yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau
pelanggaran hakim, dan pencegahan preventif (a posteriori) yang dapat dilakukan
sebelum atau untuk mencegah penyimpangan hakim itu terjadi (Komisi Yudisial
S., 2016, hal. 66).

Komisi yudisial dalam melaksanakan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat
Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan
administratif dan teknis operasional sesuai dengan ketentuan Pasal 11 angka (1)
dan Pasal 12 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan
administratif dan teknis operasional berdasarkan organisasi dan tata kerja yang
diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
Kewenangan Komisi Yudisial rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim ditafsirkan oleh sebagai pengawasan
eksternal terhadap hakim yang terbatas pada bidang kode etik dan perilaku hakim
saja. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut dibantu oleh Biro Pengawasan

Perilaku Hakim Sekretariat Komisi Yudisial. Biro Pengawasan Perilaku Hakim



mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan
pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan
penanganan laporan masyarakat, pelayanan tersebut dilakukan secara teknis oleh
Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Dasar teknis penanganan laporan ini adalah
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan
Masyarakat. Secara singkat alur penanganan laporan masyarakat di Komisi
Yudisial meliputi tata cara melaporkan laporan sebagaimana berikut ini:

Gambar 1.

Proses Penanganan Laporan Masyarakat

ALUR
PENANGANAN LAPORAN
KIRIM LAPORAN @ F

Apabila Hakim Terbukti

Melakukan Pelanggaran ,
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Simpan Nomor Penerimaan
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Penanganan Laporan. TERBUKTI

i SIDANG

VERIFIKASI

Laporan Dapat Dikirim

° PEMULIHAN NAMA
BAIK
Melalui Website, Surat , |
Atau Datang Langsung = —p
Ke Komisi Yudisial b ..
TIDAK TERBUKTI

Laporan Diverifikasi Untuk Apabila Hakim Tidak Terbukti
Memastikan Kelengkapan & Melakukan Pelanggaran ,
Kesesuaian Substansi Laporan KY Akan Melakukan

Pemulihan Nama Baik

Berdasarkan gambar alur di atas dapat dijelaskan proses penanganan laporan
masyarakat melalui tahapan yaitu:
1. Melalui penerimaan laporan masyarakat. Komisi Yudisial menerima laporan

baik secara langsung datang ke Komisi Yudisial maupun tidak langsung



melalui surat atau mekanisme lain, yang dilakukan oleh Tim Penanganan
Pendahuluan (TPP);

. Laporan yang diterima selanjutnya akan dilakukan verifikasi keabsahan
substansi dan kelengkapan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan
registrasi/penomoran, dilakukan oleh Tim Penanganan Pendahuluan (TPP);

. Laporan yang telah diregister selanjutnya akan dilakukan analisis dengan
produk laporan analisis dan dilakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Saksi,
dan/atau Ahli dan kemudian di susun laporan pemeriksaan pendahuluan
(LPP), dilakukan oleh Tim Penanganan Lanjutan (TPL);

. Dilakukan Sidang Panel yang dihadiri oleh 3 (tiga) Anggota Komisi Yudisial
untuk melakukan pembahasan laporan pemeriksaan pendahuluan tentang
adanya dugaan pelanggaran KEPPH atau sebaliknya dan memutuskan laporan
dapat ditindaklanjuti, atau laporan tidak dapat ditindaklanjuti, dilakukan oleh
Petugas Persidangan selaku Sekretaris Pengganti dan dalam Sidang Panel
dapat menghadirkan TPP, TPL, dan/atau pihak lain untuk didengar
pendapatnya;

. Dalam hal laporan ditindaklanjuti maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan
atau permintaan klarifikasi kepada Terlapor. Hasil pemeriksaan atau
permintaan klarifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),
dilakukan oleh Tim Penanganan Lanjutan (TPL);

LHP disampaikan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh minimal 5 (lima)
Anggota Komisi Yudisial. Sidang Pelno dilaksanakan untuk memutus

Terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, atau Terlapor tidak terbukti



melakukan pelanggaran KEPPH, dilakukan oleh Petugas Persidangan selaku
Sekretaris Pengganti dan dalam Sidang Pleno dapat menghadirkan TPL;

7. Apabila hakim terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, Komisi Yudisial RI
mengusulkan kepada Mahkamah Agung RI untuk menjatuhkan sanksi.
Apabila hakim tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, Komisi
Yudisial RI akan melakukan pemulihan nama baik, dilakukan oleh Petugas
Persidangan selaku Sekretaris Pengganti
Komisi Yudisial sepanjang tahun 2016-2018 telah memberikan pelayanan

kepada masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Tahun 2016
No Jenis Laporan Jumlah
1. | Laporan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi 262

Yudisial RI

2. | Laporan masyarakat yang disampaikan via pos 1.198
3. | Informasi 36
4. | Laporan yang disampaikan via penghubung 186
Jumlah laporan masyarakat yang diterima 1.682
5. | Surat Tembusan 1.899
Total penerimaan Laporan dan Tembusan 3.581

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI tahun 2016.

Tabel 2.
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Tahun 2017
No Jenis laporan Jumlah
1. | Laporan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi
- 194
Yudisial RI
2. | Laporan masyarakat yang disampaikan via pos:
- Masyarakat 1.099
- Penghubung
3. | Laporan via oline:
- Masyarakat 90
- Penghubung




No Jenis laporan Jumlah
4. | Informasi 90
Jumlah laporan masyarakat yang diterima 1.473

5. ‘ Surat Tembusan 1.546
Total penerimaan Laporan dan Tembusan 3.019

Sumber: Sub Bagian Administrasi Pelaporan Masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim
pada Komisi Yudisial RI.

Tabel 3.
Rekapitulasi Penerimaan Laporan masyarakat Tahun 2018

No Jenis laporan Jumlah
1. | Laporan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi

Yudisial RI 329
2. | Laporan masyarakat yang disampaikan via pos:

- Masyarakat 1.109

- Penghubung
3. | Laporan via oline:

- Masyarakat 188

- Penghubung
4. | Informasi 96
Jumlah laporan masyarakat yang diterima 1.722
5. | Surat Tembusan 1.248
Total penerimaan Laporan dan Tembusan 2.970

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI tahun 2018.

Dari tabel 1, 2 dan 3 diperoleh fakta jumlah laporan masyarakat tentang
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang
diterima oleh Komisi Yudisial pada tahun 2016 adalah sebanyak 1.682 (seribu
enam ratus delapan puluh dua) laporan, dan sejumlah 1.899 (seribu delapan ratus
sembilan puluh sembilan) surat tembusan. Pada tahun 2017 adalah sebanyak
1.473 (seribu empat ratus tujuh puluh tiga) laporan, dan sejumlah 1.546 (seribu
lima ratus empat puluh enam) surat tembusan. Dan pada tahun 2018 adalah
sebanyak 1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua) laporan, dan sejumlah 1.248
(seribu dua ratus empat puluh delapan) surat tembusan. Dari jumlah laporan

tersebut yang dapat diteruskan dengan register, dapat dilihat pada tabel dibawah



ini;

Tabel 4.
Rekapitulasi Data Register Laporan Masyarakat Tahun 2016 s.d 2018

No | Tahun QRS criciimaan Jumlah Register
Laporan dan Tembusan

1. 2016 3.581 416

2. 2017 3.019 411

3. 2018 2.976 412

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI tahun 2016, 2017, dan 2018.

Dari tebel 4 di diperoleh fakta bahwa pada tahun 2016 terdapat 3.581 (tiga
ribu lima ratus delapan puluh satu) total penerimaan laporan dan tembusan dan
hanya 416 (empat ratus enam belas) laporan yang diregistrasi. Pada tahun 2017
terdapat 3.019 (tiga ribu sembilan belas) total penerimaan laporan dan tembusan
dan hanya 411 (empat ratus sebelas) laporan yang dapat diregistrasi. Dan pada
tahun 2018 terdapat 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) penerimaan
laporan dan tembusan dan hanya 412 (empat ratus dua belas) laporan yang
diregistrasi. Tidak semua laporan masyarakat dapat diregistrasi, hal tersebut
disebabkan tidak semua laporan dapat dinyatakan lengkap dan sesuai dengan
kewenangan Komisi Yudisal. Selain itu, faktor lainnya adalah dalam laporan
tersebut tidak ditemukan adanya indikasi awal pelanggaran KEPPH.

Penanganan laporan masyarakat yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial
merupakan bentuk pertanggungjawaban yuridis dan pelayanan terhadap
masyarakat/publik. Dalam kerangka menciptakan pemerintahan yang baik. Untuk

menunjang pelaksanaan pelayanan penanganan laporan masyarakat tersebut dan
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berdasarkan amanat undang-undang maka dibuatlah Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 2 Tahun Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat
perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Januari
2016. Pengambilan keputusan terhadap memutus laporan masyarakat di Komisi
Yudisial dilakukan melalui Sidang Pleno. Sidang Pleno adalah forum
pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus laporan masyarakat
terbukti atau tidak terbukti. Adapun laporan masyarakat tahun 2016 s.d tahun
2018 yang selesai proses penanganan sampai dengan keputusan Sidang Pleno,

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.
Data Hasil Sidang Pleno
. Tahun
No Jenis Laporan 2016 2017 2018
1. | Laporan yang diregister 416 411 412
Jumlah Register yang telah
2 diputuskan dalam Sidang Pleno £ 2 224

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI tahun 2016, 2017, dan 2018

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh fakta bahwa dalam kurun waktu tahun 2016
tercatat laporan yang telah diregister sebanyak 416 (empat ratus enam belas)
laporan, dari jumlah tersebut hanya 320 (tiga ratus dua puluh) laporan yang telah
selesal penanganannya dalam Sidang Pleno tahun 2016. Pada kurun waktu tahun
2017 tercatat laporan yang telah diregister sebanyak 411 (empat ratus sebelas)
laporan, dari jumlah tersebut hanya 201 (dua ratus satu) laporan yang telah selesai
penanganannya dalam Sidang Pleno tahun 2016. Dan dalam kurun waktu tahun

2018 tercatat laporan yang diregister sebanyak 412 (empat ratus dua belas)
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laporan, dari jumlah tersebut hanya 290 (dua ratus Sembilan puluh) yang telah
selesai penanganannya dalam Sidang Pleno tahun 2018. Untuk laporan
masyarakat yang belum terselesaikan dan masih dalam proses penanganan di Biro
Pengawasan Perilaku Hakim, pada tahun berjalan baik tahun 2016, 2017 dan 2018
maka penyelesaiannya dilanjutkan pada tahun selanjutnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 2 Tahun Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat yang
menyatakan bahwa penanganan laporan diselesaikan dalam waktu paling lama
enam puluh hari sejak laporan diregister. Berdasarkan ketentuan tersebut maka
laporan masyarakat tahun 2016 s.d tahun 2018 yang selesai proses penanganan
selama enam puluh hari sejak laporan diregister, sesuai dengan Peraturan Komisi
Yudisial Nomor 2 Tahun Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.
Data Penanganan Selama Enam Puluh Hari Kerja

No Jenis laporan Vel
b 2016 | 2017 | 2018
1. | Laporan yang diregister 416 411 412

yang selesai proses penanganan
2. | selama 60 (enam puluh) hari sejak 44 4 68
laporan diregister
Sumber: Sub Bagian Persidangan Biro Pengawasan Perilaku Hakim pada Komisi

Yudisial RI.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh fakta bahwa dalam kurun waktu tahun
2016 tercatat laporan yang telah diregister sebanyak 416 (empat ratus enam belas)

laporan, hanya 44 (empat puluh empat) laporan yang selesai proses penanganan
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selama enam puluh hari sejak laporan diregister sesuai Peraturan Nomor 2 Tahun
2015. Tahun 2017 tercatat laporan yang telah diregister sebanyak 411 (empat
ratus sebelas), hanya 4 (empat) laporan yang selesai proses penanganan selama
enam puluh hari sejak laporan deregister sesuai Peraturan Nomor 2 Tahun 2015.
Tahun 2018 tercatat laporan yang telah diregister sebanyak 412 (empat ratus dua
belas) laporan, hanya 68 (enam puluh delapan) laporan yang selesai proses
penanganan selama enam puluh hari sejak laporan diregister sesuai Peraturan
Nomor 2 Tahun 2015.

Penanganan laporan masyarakat dilakukan oleh Tim Penanganan Laporan,
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun
Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat yang menyatakan dalam
rangka penanganan laporan, Komisi Yudisial membentuk Tim Penanganan
Laporan. Tim Penanganan Laporan terdiri atas:

a. Tim Penanganan Pendahuluan (TPP)

b. Tim Penanganan Lanjutan (TPL).

Selain itu terdapat Petugas Persidangan sebagai Sekretaris Pengganti dalam
Sidang Panel dan Sidang Pleno.

Terdapat harapan yang begitu besar dari masyarakat dalam penanganan
kasus yang berkaitan dengan perilaku hakim belum dapat diwujudkan oleh
Komisi Yudisial, terutama dalam hal ketepatan waktu penanganan laporan
masyarakat sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun Tahun
2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Dari data yang dipaparkan di

atas diperoleh fakta bahwa penangangan laporan masyarakat belum semua laporan
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masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pelayanan penanganan
laporan masyarakat yang berlaku.

Dapat dilihat dari tahun 2016-2018 masih terdapat hampir setengah laporan
masyarakat yang belum selesai proses penanganannya pada tahun berjalan.
Terkait dengan ketentuan penanganan laporan diselesaikan dalam waktu paling
lama enam puluh hari sejak laporan diregister, bahwa angka pencapaian atas
penanganan laporan masyarakat tersebut terjadi penurunan yang cukup banyak
dan di tahun 2017, dan terjadi kenaikan kembali pada tahun 2018. Berdasarkan
data tersebut, pengamatan Penulis menunjukan masih banyak ditemui kendala
dalam pelaksanaan pelayanan penanganan laporan masyarakat, sehingga
mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan penanganan laporan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penanganan laporan masyarakat
menurut Penulis antara lain, pertama, terkait dengan sumber daya manusia (SDM)
yaitu Tim Penanganan Laporan yang melakukan proses penanganan laporan
masyarakat. Sumber daya manusia menurut Nawawi (2003, hal. 37) perlu
dibedakan antara pengertian secara makro dan mikro. Pengertian secara makro
adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau
dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang
sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Di samping itu
SDM secara makro berarti juga penduduk yang berada dalam usia produktif,
meskipun karena berbagai sebab dan/atau masalah masih terdapat yang belum
produktif karena sebelum memasuki lapangan kerja yang terdapat di masyarakat.

SDM dalam arti secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau
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menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan,

pekerja, tenaga kerja, dll. Sedangkan secara lebih khusus SDM dalam arti mikro

di lingkungan sebuah organisasi/perusahaan pengertiannya dapat dilihat dari tiga

sudut:

1. SDM adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset
organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif).

2. SDM adalah potensi yang menjadi motor penggerak organisasi/perusahaan.

3. Manusia sebagai sumber daya adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan YME,
sebagai penggerak organisasi/perusahaan berbeda dengan sumber daya
lainnya.

Sedangkan sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2016, hal. 11)
merupakan kekuatan daya fikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan
dalam diri, yang perlu digali, dibina, dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-
baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. SDM merupakan kemampuan
potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir,
berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan,
(bersifat teknis dan manajerial). Kemampuan yang dimiliki tersebut akan dapat
mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik
individual maupun bersama. SDM adalah semua potensi yang dimiliki oleh
menusia yang dapat disumbangkan/diberikan kepada masyarakat untuk
menghasilkan barang/jasa.

Kedua, belum ada standar kinerja khususnya bagi Tim Penanganan Laporan

dalam melakukan proses penanganan laporan masyarakat. Sulit untuk
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mentepakan suatu definisi kinerja yang dapat memberikan pengertian yang
komprehensif. Kinerja berasal dari kata performance. Adapula yang memberikan
pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja, namun, sebenarnya
kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi
termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

Menurut Armstrong dan Baron (1998) dalam Wibowo (2017, hal. 7) kinerja
merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan
strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada
ekonomi. Wibowo (Manajemen Kinerja, 2017, hal. 7) memberikan pengertian
kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan
tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagiamana cara
mengerjakannya. Lijan Poltak Sinambela, dkk (Manajemen Sumber Daya
Manusia, Membangun Tim Kerja yang solid untuk Meningkatkan Kinerja, 2017,
hal. 480) mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai
kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu.

Dengan kinerja akan diketahui seberapa jauh kemampuan mereka dalam
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, diperlukan penentuan kriteria
yang jelas dan terukur, serta ditetapkan secara bersama-sama untuk dijadikan
sebagai acuan, sehingga kinerja adalah pelaksanaan suatu pekerjaan dan
penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga
dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Definisi ini menunjukkan

bahwa kinerja lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaanya
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dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan sehingga pencapaian hasil pekerjaan
atau kinerja dapat dioptimalkan.

Ketiga, belum adanya kesepakatan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah
Agung mengenai jenis laporan masyarakat yang masuk, apakah merupakan
kewenangan Komisi Yudisial atau teknis yuridis yang tentunya merupakan ranah
dari Mahkamah Agung RI. Hal ini berdampak pada banyaknya laporan
masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial.

Dari ketiga permasalahan tersebut, maka fokus penelitian ini terdapat pada
dua hal, yakni: Pertama, mengenai SDM, persoalan SDM ini menjadi fokus
Penulis untuk melakukan penelitian mengingat SDM dalam hal ini adalah Tim
Penanganan Laporan termasuk di dalamnya Petugas Persidangan merupakan
pelaksana dari seluruh rangkaian penanganan laporan masyarakat. Menurut Onnie
Rosleini dalam Tesis Rahayu Susanti (Susanti, 2018), menyatakan:

Pelaksanaan percepatan penanganan laporan masyarakat ditopang oleh dua
tim utama, yakni Tim Penanganan Pendahuluan dan Tim Penanganan
Lanjutan, yang kedua tim tersebut didampingi oleh tenaga Ahli. Kekhasan
lainnya dalam peraturan ini adalah adanya independensi Tim Penanganan
untuk mengumpulkan bahan data berupa pemeriksaan Pelapor, Saksi dan Ahli
termasuk data terkait tanpa melalui Sidang Panel terdahulu, yang dibahas
secara internal bersama Tenaga Ahli dan perwakilan pejabat struktural
menggunakan metode gelar laporan. Forum gelar laporan tidak dibahas dalam
peraturan karena dimaksud sebagai metode pembahasan analisis yang
dipresentasikan oleh staf pelaksana.

SDM mendapatkan peranan peting dalam mewujudkan organisasi yang
kompetitif mengingat tanpa SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang

pekerjaan dan tanggung jawabnya maka organisasi akan gagal dalam mewujudkan

eksitensinya. Dirasa perlu melakukan kajian terhadap Tim Penanganan Laporan
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terhadap pelaksanaan penanganan laporan masyarakat yang merupakan salah satu
kendala dalam dalam proses penanganan laporan masyarakat.

Kedua, mengenai kinerja, persoalan kinerja ini menjadi fokus Penulis untuk
melakukan penelitian mengingat kinerja Tim Penanganan Laporan termasuk di
dalamnya Petugas Persidangan yang akan menjadi kinerja organisasi dan akan
menjadi alat standar keberhasilan sebuah organisasi. Berdasarkan data yang
diperoleh masih banyak laporan masyarakat yang belum selesai proses
penanganan laporan masyarakat dan akan diproses di tahun berikutnya.
Permasalahan SDM dan kinerja menjadi titik penting dalam mewujudkan
penanganan laporan masyarakat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
untuk memberikan pelayanan yang optimal.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa
kinerja Tim Penanganan Laporan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial,
khususnya dalam penanganan laporan masyarakat terhadap perilaku hakim
menarik untuk dikaji lebih mendalam. Alasan utama hal tersebut sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yaitu
untuk menjalankan salah satu kewenangan konstitutif dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan
memenuhi ketentuan penanganan laporan masyarakat yang diatur dalam adalah
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan
Masyarakat.

Penanganan laporan masyarakat dilaksanakan oleh Tim Penanganan

Laporan Masyarakat dan penanganan laporan diselesaikan dalam waktu paling
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lama enam puluh hari sejak laporan diregister, berdasarkan data, diperoleh hasil
penanganan laporan yang belum terselesaikan dan diproses pada tahun berikutnya.
Oleh karena itu perlu bagi Komisi Yudisial untuk meningkatkan kinerja Tim
Penanganan Laporan dalam proses penanganan laporan masyarakat sehingga
laporan masyarakat dapat selesai tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang
mengaturnya. Alasan tersebut yang mendasari Penulis untuk melakukan kajian
lebih mendalam mengenai penanganan laporan masyarakat di Komisi Yudisial
dengan mengangkat judul: “Efektivitas Kinerja Tim Penanganan Laporan

Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, harapan besar dari
masyarakat dalam penanganan laporan yang berkaitan dengan perilaku hakim
belum dapat diwujudkan oleh Komisi Yudisial. Masih terdapat laporan
masyarakat yang belum selesai proses penanganan laporan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Keberhasilan pelayanan tentunya dipengaruhi oleh faktor
kemampuan dari Komisi Yudisial untuk meningkatkan kinerja dari Tim
Penanganan Laporan dalam melakukan pekerjaanya yaitu penanganan laporan
masyarakat, maka fokus penelitian ini: Bagaimanakah efektivitas kinerja Tim
Penanganan Laporan Biro Pengawasan Perilaku Hakikm Komisi Yudisial

Republik Indonesia?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas kinerja
Tim Penanganan Laporan Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial
Republik Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan pada permasalahan dalam
pelaksanaan penanganan laporan masyarakat, Tim Penanganan Laporan
Masyarakat belum menyelesaikan laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran
bagi perbaikan pelayanan terhadap penanganan laporan masyarakat pada
Komisi Yudisial dan diharapkan efektivitas kinerja Tim Penanganan
Laporan dalam penanganan laporan masyarakat pada Komisi Yudisial
menjadi meningkat.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu
administrasi khususnya manajemen sumber daya manusia sebagai
masukan dan bahan pembelajaran serta perbandingan bagi penelitian
berikutnya ataupun penelitian yang serupa terkait dengan efektivitas yang

dilakukan oleh lembaga pemerintah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap empat indikator
kinerja untuk mengetahui efektivitas kinerja Tim Penanganan Laporan Biro
Pengawasan Perilaku Hakim, empat indikator tersebut adalah tujuan, standar,
umpan balik, dan kompetensi. Maka pada Bab terakhir penelitian ini, secara garis
besar Penulis sampaikan kesimpulan dan saran-saran terkait dengan penelitian
yang telah dilakukan.
Kesimpulan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan dari penelitian yang
dilakukan, sebagai berikut
1. Penetapan tujuan kinerja
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum kinerja Tim Penanganan
Laporan Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial kurang efektif
dilihat dalam indikator kinerja yaitu penetapan tujuan kinerja. Kesimpulan
kurang efektif tersebut ditentukan berdasarkan tidak terpenuhinya ukuran
efektivitas diantaranya adalah ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan
sasaran, perncanaan yang matang, ketepatan dalam melakukan perintah, dan
proses analisa dan perumusan kebijakan. Hal ini disebakan berdasarkan fakta
yang diperoleh Tim Penanganan Laporan telah melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015.
Tujuan dari pembentukan Tim Penanganan Laporan dalam rangka penguatan

SDM untuk menuju pembentukan JFT dapat dikatakan tercapai mengingat
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Tim Penanganan Laporan sudah menjalankan proses penanganan laporan
sesuai dengan alur penanganan, walaupun terdapat banyak kendala yang
dihadapi dalam proses penanganan laporan. Diharapkan dengan perubahan
alur penanganan maka proses penanganan akan lebih cepat dan tepat waktu,
namun pada kenyataannya terdapat tunggakan laporan yang belum
terselesaikan. Hal ini terjadi karena kurang sesuai penetapan tujuan atau target
penanganan laporan.
2. Penetapan standar kinerja.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum kinerja Tim Penanganan
Laporan Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial kurang efektif dilihat
dalam indikator kinerja yaitu penetapan standar kinerja karena kinerja Tim
Penangan Laporan belum mampu mencapai standar yang ditentukan. Kesimpulan
kurang efektif tersebut ditentukan berdasarkan tidak terpenuhinya ukuran
efektivitas diantaranya adalah ketepatan dalam pengukuran, ketepatan penentuan
waktu, ketepatan dalam melakukan perintah, proses analisa dan perumusan
kebijakan, serta sistem pengawasan dan pengendalian. Belum mampu mencapai
standar yang ditentukan bukan hanya ketidakefektifan kinerja Tim Penanganan
Laporan. Tim Penanganan Laporan telah melaksanakan tugas dan fungsi
penanganan laporan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2
Tahun 2015, yaitu melakukan penanganan laporan sesuai dengan standar
persyaratan pelayanan serta standar sistem mekanisme dan prosedur yang diatur
dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017,

walaupun masih terdapat kendala dalam proses penanganan laporan khususnya
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dalam memenuhi standar waktu yaitu penanganan laporan tepat waktu enam
puluh hari kerja sejak diregister. Hal ini terjadi karena kurang sesuainya
penentuan standar waktu tersebut. Selain itu Tim Penanganan Laporan telah
melakukan penanganan laporan sesuai dengan standar jaminan pelayanan, serta
jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan hal inipun masih bersifat
terbatas. Hal ini disebabkan ada beberapa bentuk jaminan yang tidak diatur dalam
peraturan utama yaitu Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015.

3. Pemberian umpan balik kinerja antara Pimpinan dengan Tim.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum kinerja Tim Penanganan
Laporan Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial kurang efektif dilihat
dalam indikator kinerja yaitu pemberian umpan balik. Umpan balik yang
dilakukan oleh Pimpinan dengan Tim Penangan Laporan belum terlaksana yang
mampu memberikan laporan kemajuan proses penanganan laporan seperti yang
telah ditetapkan dalam tujuan penanganan laporan yang didefinisikan dalam
standar penanganan laporan. Kesimpulan kurang efektif tersebut ditentukan
berdasarkan tidak terpenuhinya ukuran efektivitas diantaranya adalah, ketepatan
dalam menentukan tujuan, ketepatan sasaran, perncanaan yang matang, ketepatan
dalam pengukuran, ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam melakukan
perintah, proses analisa dan perumusan kebijakan, serta sistem pengawasan dan
pengendalian. Hal ini terjadi karena belum adanya mekanisme pelaksanaan umpan
balik baik terhadap umpan balik yang telah diatur dalam Peraturan Komisi
Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 maupun umpan balik yang terjadi atas kendala-

kendala yang dihadapi oleh Tim Penanganan Laporan dalam proses penanganan
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laporan yang timbul atas kurang tepatnya penentuan tujuan atau target
penanganan laporan dan terdapat kurang tepatnya penentuan standar kinerja Tim
Penanganan Laporan terutama penentuan standar kinerja jangka waktu
penanganan. Berdasarkan fakta Tim Penanganan Laporan telah melaksanakan
tugas dan fungsi penanganan laporan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi
Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 yaitu melakukan penanganan laporan sesuai
dengan standar penanganan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor
1 Tahun 2017, walaupun dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut
mengalami banyak kendala-kendala. Telah dilakukan upaya umpan balik, namun
masih terbatas.
4. Kompetensi Tim

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum kinerja Tim Penanganan
Laporan Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial efektif dilihat dalam
indikator kinerja yaitu kompetensi Tim Penanganan Laporan. Kesimpulan efektif
tersebut ditentukan berdasarkan terpenuhinya ukuran efektivitas yatu tercapaianya
tujuan penanganan laporan berdasarkan kompetensi Tim. Hal ini karena Pelaksana
Tim Penanganan Laporan sudah menjalankan tugas dan fungsi penanganan
laporan dengan standar kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan, walaupun
upaya peningkatan kompetensi Pelaksanan Tim Penanganan Laporan masih
sangat terbatas, tidak berkelanjutan, dan kurang tepat sasaran, serta belum adanya
kamus kompetensi, namun pelaksanaan penanganan laporan masyarakat tetap

berjalan yang dilaksanakan oleh Tim Penanganan Laporan
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Untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu
bagaimanakah efektivitas kinerja Tim Penanganan Laporan Biro Pengawasan
Perilaku Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia. Maka hasil penelitian
menyatakan bahwa kinerja Tim Penanganan Laporan kurang efektif berdasarkan
empat indikator kinerja tersebut.

Kesimpulan kurang efektif tersebut ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran
efektivitas dan berdasarkan ketentuan yang menyatakan tingkatan efektif yaitu
kurang efektif, sedang-sedang, dan sangat kurang adalah pencapaian tujuan dari
suatu program atau kegiatan, namun belum sepenuhnya didapatkan. Berdasarkan
hal tersebut maka secara keseluruhan kinerja Tim Penanganan Laporan kurang
efektif karena berdasarkan fakta Tim Penanganan Laporan telah melaksanakan
tugas dan fungsi penanganan laporan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi
Yudisial Nomor 2 Tahun 2015, yaitu melakukan penanganan laporan sesuai
dengan standar penanganan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial
Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor
1 Tahun 2017, walaupun terdapat penetapan tujuan dan standar penanganan
laporan masyarakat yang kurang tepat, dan belum terdapatnya mekanisme umpan
balik namun Tim Penanganan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai

dengan kompetensi yang telah ditentukan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, Penulis ingin memberikan

pemikiran berupa saran-saran untuk meningkatkan efektivitas kinerja Tim

Penanganan Laporan Biro Pengawasan Perilaku Hakim, sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan kinerja:

a.

Pimpinan Struktural Biro Pengawasan Perilaku Hakim melakukan
pembahasan, perumusan, pembentukan dan penetapan peraturan
pelaksana terkait dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara
pelaksanaan tugas Tim Penanganan Laporan sebagaimana diatur dalam
Pasal 62 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015. Akan tetapi
mengingat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimaksud belum
ada dan masih dalam proses penyusunan, maka alangkah lebih baiknya
segera untuk diterbitkan, yang di dalamnya memuat mengenai
pembentukan Tim Penanganan Laporan dan tata cara penanganan
laporan, termasuk memuat penanganan berkas laporan masyarakat yang
telah menjadi tunggakan, penentuan kategori berkas prioritas, batasan
jangka waktu penanganan, dan hal penting lainnya;

Perubahan dalam penentuan target penanganan yang seimbang antara
target jumlah laporan yang diregister dan jumlah laporan yang diputus
dalam Sidang Pleno yang dihitungan berdasarkan Analisa beban kerja,
jumlah SDM dan anggaran;

Pimpinan Biro Pengawasan Perilaku Hakim perlu mengeluarkan

kebijakan terkait pemanfaatan sistem informasi penanganan laporan

219



masyarakat (Si-PLM) dengan demikian diperoleh data penanganan

laporan masyarakat yang jauh lebih akurat berbasis sistem.

2. Penetapan standar kinerja:

a.

Pimpinan Komisi Yudisial beserta Pimpinan Struktural Biro Pengawasan
Perilaku Hakim melakukan pembahasan terkait penentuan standar kinerja
terutama jangka waktu penanganan laporan. Hal ini untuk menentukan
jangka waktu yang legal dan terperinci berdasarkan analisa beban kerja
dan jumlah SDM. Selain itu dilakukan uji coba secara menyeluruh
terhadap beragamnya subtansi laporan maysrakat, sehingga ditemukan
hitungan yang terperinci yang diperlukan dalam setiap tahapan proses
penanganan laporan oleh Tim Penanganan Laporan;

Pimpinan Biro Pengawasan Perilaku Hakim perlu mengeluarkan
kebijakan terkait strategi penanganan laporan termasuk di dalamnya
mengatur mengenai tata cara penanganan berkas tunggakan dan
penanganan laporan yang tepat waktu;

Pimpinan Komisi Yudisial beserta Pimpinan Struktural Biro Pengawasan
Perilaku Hakim melakukan pembahasan terkait penyempurnaan bentuk-
bentuk jaminan keamanan dan keselamatan yanng dituangkan dalam
peraturan terkait yang saling berkesesuaian. Termasuk di dalamnya
mengatur jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan bagi Tim

Penangananan Laporan.

3. Umpan balik antara Pimpinan dan Tim:
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Pimpinan Komisi Yudisial beserta Pimpinan Struktural Biro Pengawasan
Perilaku Hakim melakukan pembahasan terkait penyusunan mekanisme
umpan balik penanganan laporan yang diatur dalam Pasal 61 ayat (2)
Pearaturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015;

Pimpinan Struktural Biro Pengawasan Perilaku Hakim melakukan
pembahasan mekanisme umpan balik atas penanganan laporan
masyarakat, agar tidak hanya bersifat teknis dan hanya memonitoring
perkembangan proses penanganan laporan yang dilakukan disetiap
Pelaksana di dalam Tim Penanganan Laporan, namun juga sampai pada
taraf evaluasi subtansi penanganan laporan masyarakat, sechingga ada

tindaklanjut dari umpan balik yang telah ada.

4. Kompetensi Tim:

a.

Pimpinan Struktural Komisi Yudisial yaitu Sekretaris Jenderal, Pimpinan
Struktural Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Pimpinan Struktural
Biro Umum yang menaungi Bagian Kepegawain untuk melakukan
pembahasan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional tertentu sebagai
wadah dari Tim Penanganan Laporan mengingat tugas dan fungsi Tim
Penanganan Laporan lebih kepada sebuah keahlian yang lebih tepat
berada dalam rumpun fungsional;

Pimpinan Struktural Komisi Yudisial yaitu Sekretaris Jenderal, Pimpinan
Struktural Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Pimpinan Struktural
Biro Umum melakukan pembahasan rancangan kamus kompetensi

Pelaksana Tim Penanganan Laporan. Dengan adanya kamus kompetensi
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tersebut maka dapat ditentukan upaya-upaya apa saja yang diperlukan
dalam meningkatkan kompetensi Pelaksana Tim Penanganan Laporan

dan tentunya upaya peningkatan tersebut tepat sasaran.
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